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ABSTRAK 
Dalam pelayanan kesehatan dikenal istilah hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan. Hak 
dan kewajiban banyak yang belum dipahami baik oleh pasien maupun  tenaga kesehatan. 
Pemberian hak kepada pasien, sering belum sempurna dan sebaliknya  pasienpun belum 
melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Kondisi seperti ini memberikan ketidakpuasan  
pasien dan mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik tersebut . 
Penelitian ini dilaksanakan di poli bedah pasien rawat jalan RSUP Dr. M. Jamil Padang dengan 
menggunakan variabel pengukuran yang tertera pada Kepmenpan Nomor 14 Tahun 2017 dengan 
9 unsur pelayanan. Kontribusi 2 variabel tambahan Hak dan Kewajiban Pasien  bermakna  
terhadap Indkes Kepuasan Masyarakat yang semula Kurang baik  dengan hasil 75,7702  menjadi 
baik pada 11 unsur pertanyaan.dengan nilai 76,7311  . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pentingnya penjelasan  tenaga kesehatan  kepada pasien dan ternyata berkontribusi  kepada 
peningkatan  indeks kepuasan masyarakat. Penelitian dilaksanakan dengan metode deksritif 
dengan penghitungan Indeks  Kepuasan Masyarakat dari 9 unsur  dan secara kualitatif dilihat 
mutunya. Hasil  mutu dari 9 unsur diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat kurang baik.  
Dengan  penjelasan hak dan kewajiban pasien, diperoleh  hasil yang significant  memuaskan 
pasien. Pertanyaan dilaksanakan menggunakan skala Lichker. Penelitiaan ini membuktikan 
kontribusi  dengan pemberiaan informasi hak pasien ternyata indeks kepuasan masyarakat 
meningkat sekitar 38,4 %.  
Kata kunci: Hak Pasien, Kewajiban Pasien , Penjelasan, Indeks Kepuasan Masyarakat  
 
ABSTRACT 
In health services the term rights and obligations of patients and health workers are known. Many 
rights and obligations have not been understood by both patients and health workers. Giving 
rights to patients, often not perfect and vice versa patients have not carried out their obligations 
perfectly. Conditions like this provide patient dissatisfaction and influence the Community 
Satisfaction Index on the public service. This research was carried out in the outpatient surgery 
poly clinic Dr. M. Jamil Padang by using the measurement variable stated in Kepmenpan Number 
14 of 2017 with 9 elements of service. Contributions of 2 additional variables of meaningful 
patient rights and obligations towards the Indkes of Community Satisfaction which were initially 
unfavorable with the results of 75.7702 being good on 11 elements of the question. With a value of 
76.7311. This study aims to determine the importance of the explanation of health personnel to 
patients and it turns out that it contributes to the improvement of the community satisfaction index. 
The study was carried out by a dexritive method with the calculation of the Community 
Satisfaction Index from 9 elements and qualitatively seen in its quality. The quality results from 9 
elements obtained by the results of the Community Satisfaction Index are not good. With an 
explanation of the rights and obligations of patients, the results obtained were significantly 
satisfying patients. Questions are carried out using the Lichker scale. This research proves that 
the contribution of information on patient rights turns out that the community satisfaction index 
has increased by around 38,4%. 
 
 Keywords: Patient Rights, Patient Obligations, Explanation, Community Satisfaction Index 
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PENDAHULUAN 
Hubungan yang terjadi antara tenaga 
kesehatan di satu pihak dan pasien di pihak 
lainnya adalah hubungan kepercayaan. 
Kepercayaan pasien tidak diberikan kepada 
orang yang bermoral rendah, tetapi dlerikan 
kepada orang –orang yang bermoral  tinggi. 
Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang 
bermoral tinggi yang memegang dengan baik 
rahasia yang diberikan pasiennya. Pasien 
tersebut di akhir pemeriksaan upaya kesehatan 
apakah itu preventif, promotif, curatif dan 
rehabilitatif berujung akan penilaian berupa 
Indeks Kepuasan.  UU Nomor 25 Tahun 2009. 
RS tentang Pelayanan publik saat ini sudah 
mewajibkan tiap tahun setiap pelayanan publik 
yang hampir setiap hari digunakan masyarakat 
menghitung Indeks Kepuasan masyarakat, 
tidak terkecuali rumah sakit..  
 
Indeks KRSUP Dr. M. Jamil Padang 
adalah RS kelas rujukan tertinggi di Sumatera 
Barat, terakreditasi paripurna dengan bintang 
5. Berbagai profesi dokter spesialist dan sub 
spesialist  tersedia untuk pelayanan pasien. 
Begitu sibuknya tenaga kesehatan langka ini 
menyebabkan tidak tersedia banyak waktu 
untuk pelayanan pasien. Hal ini menyebabkan 
ketidakpuasan pasien.  Dari data sebelumnya 
RSUP Dr. M. Jamil Padang pada tahun 2017 
nilai kepuasan pasien secara keseluruhan baik 
berdasarkan  komponen amanah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009. Saat ini dari 
Permenpan nomor 14 Tahun 2017, standar 
baik meningkat mulai nilai mutu  88.  
 
Suatu kisah yang diutarakan seorang 
bapak, walaupun  tidak terjadi di RSUP Dr. M. 
Jamil Padang. Terasa miris hati dalam suatu 
workshop tentang penjelasan Hak dan 
Kewajiban Pasien, seorang peserta 
menyampaikan keluhannya. Ibunya masuk 
ruangan ICCU dan ditolong oleh dokter. 
Perawat bolak balik menemui bapak tersebut 
hanya untuk mencari kebutuhan seperti beli 
obat, jarum suntik, dll tanpa dia dan keluarga 
dipanggil untuk mengetahui   sakit apa 
ibunya.Pada akhirnya dokter berlalu dan 
perawat menyampaikan ibunya sudah 
dipanggil Allah SWT. Sampai saat ini dia tidak 
tahu ibunya sakit apa. Mereka sekeluarga 
ikhlas dengan kejadian tersebut, walaupun 
mereka sekeluarga tidak tahu apa yang terjadi. 
Mereka bertanya; apakah keluarga boleh tahu 
dan berhak mengetahui apa yang terjadi 
dengan ibu mereka?. Pembicara  workshop 
mengatakan bahwa Keluarga pasien  berhak 
mengetahuinya. 
 
Menyangkut informasi ini, pasien juga 
berhak atas “second opinion” apabila dia ragu 
dengan diagnosis tenaga kesehatan, khususnya 
tenaga medis. Para tenaga kesehatan tidak 
boleh tersinggung dan berbesar hati untuk 
mengizinkannya. Pasienpun harus secara 
santun menyampaikan keinginan pendapat 
kedua ini, sehingga tenaga kesehatan tidak 
merasakan kalau yang bersangkutan diragukan 
kemampuannya.  
 
Pada tahun 2017,  Ombudsman RI 
menerima 9280 laporan masyarakat yang 
berkaitan dengan pelayanan publik. Isu hangat 
dalam laporan masyarakat  terdiri dari  
penundaan berlarut, 21,72 % penyimpangan 
prosedur, 16,97% tidak memberikan 
pelayanan, 9,86 % tidak kompeten, 8,23% 
penyalahgunaan wewenang, 7,47%  
permintaan imbalan uang dan jasa, 4,89 % 
tidak patut, 1,47 % diskriminasi, 0,53 % 
berpihak, serta 0,40 % konflik berkepentingan 
(Yunesa Rahman dalam Laporan tahunan 
Ombudsman RI, 2018 ).  Laporan masyarakat 
terbanyak adalah penundaan berlarut, juga 
tanpa penjelasan. Penundaan tindakan bisa 
karena dokter beban kerjanya banyak. 
Bagimana seorang tenaga kesehatan khususnya 
medis punya banyak waktu untuk memberikan 
penjelasan kepada pasien atau keluarganya ? 
 
Dari data laporan masyarakat 
berdasarkan substansi laporan di bidang 
kesehatan kepada Ombudsman RI Perwakilan 
Sumatera Barat tahun 2012 sampai tahun 2016 
terjadi trend peningkatan  sebagai berikut. 
Tahun 2012 tidak ada laporan atau pengaduan, 
tahun 2013 terdapat 8 laporan masyarakat, 
tahun 2014 masuk 9 laporan, tahun 2015 
dengan 17 laporan dan terakhir tahun 2016 
sebanyak 25 laporan. Laporan tahun 2013  
yang terkait pelayanan di puskesmas dan 
rumah sakit   dengan dugaan substansi 
Maladministrasi terdapat 7 laporan, dan tahun 
2014 sebanyak 13 pelaporan.  
 
Ruang lingkup survey kepuasan 
masyarakat ini ditekankan pada point 
penjelasan tenaga medis kepada pasien 
terhadap tindakan yang dilakukan pada pasien. 
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Akan dilihat apakah ini penting dalam kaca 
mata pasien, sehingga  pasien menjadi puas. 
 
Tujuan penelitian ini untuk melihat 
pentingnya penjelasan tenaga medis dalam 
tindakan kedokteran yang akan dilakukan di 
mata pasien, sehingga mempengaruhi hasil 
kepuasan pasien 
Bagan : Kerangka Konsep Penelitian  
 
 
 
 
 
METODOLOGI 
Metodologi penelitian secara deksriptif 
dengan hasil pengisisan kuesioner oleh pasien. 
Penelitian ini memperlihatkan pengaruh 
penjelasan hak dan kewajiban pasien  berupa 
tindakan yang akan diambil dan menguraikan 
tentang persetujuan pasien dari tindakan 
kedokteran yang akan dilaksanakan. 
Penghitungan ini menggunakan Permenpan 
Nomor 14 Tahun 2017 yang dikebanyakan 
rumah sakit baru dilaksanakan tahun 2018. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari penelitian penjelasan pasien 
terhadap tindakan kedokteran dalam mengukur 
indeks kepuasan masyarakat di RSUP Dr. M. 
Jamil Padang, dilaksanakan untuk 9 unsur dan 
11 unsur. 9 Unsur dengan mempedomani UU 
Nomor 14 Tahun 2017 dan  selanjutnya juga 
dilaksanakan untuk 11 unsur pertanyaan. Dua 
unsur terakhir adalah Informasi Hak dan 
Kewajiban pasien. Akan dibandingkan  
perbedaan teresebut dan dilihat kontribusi 2 
pertanyaan terakhir yaitu informasi Hak dan 
Kewajiban pasien.  Ada 41 pertanyaan  dari 11 
unsur pertanyaan. Pertanyaan yang paling 
banyak adalah tentang penjelasan hak pasien 
yang harus disampaikan, khususnya yang 
berkaiatan dengan  tindakan kedokteran dan 
persetujuan tindakan kedokteran .  
Unsur dalam kuesioner yang 
ditanyakan kepada pasien untuk melihat Indeks 
Kepuasan Masyarakat berupa 9 unsur yaitu : 
unsur Persyaratan, Sistem Mekanisme dan 
prosedur, Waktu pelayanan,  Biaya atau tarif 
tindakan, produk spesifikasi jenis pelayanan, 
kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana,  
penanganan pengaduan, serta sarana dan 
prasarana. Penghitungan dengan bobot 
penilaian rata-rata setiap unsur, nilai unsur 
tertimbang , diperoleh hasil SKM atau Survey 
Kepuasan Masyarakat dengan katagori mutu 
per setiap unsur. Nilai terakhir adalah 
diperoleh Mutu Indeks Kepuasan Masyarakat 
di Poli Bedah RSUP Dr. M. Jamil Padang 
secara kuantitatif   75,7702  Dengan mutu 
kurang baik. . Tabel penilaian mutu indeks 
kepuasan masyarakat menurut Kepmenpan 
Nomor 14 Tahun 2017 adalah sebagai mana 
tetera dalam tabel di bawah ini : 
 
 Nilai Interval 
Konversi 
Mutu 
 25,00-64,99 Tidak Baik  (D) 
 65,00-76,60 Kurang Baik (C) 
 76,61-88,30 Baik (B) 
 88,31-100,00 Sangat Baik (A) 
  
Hasil penelitian ini sedikit berbeda 
dengan penelitian Rika Marta (2018) , dari 9 
unsur hanya unsur Penanganan Pengaduan 
yang bernilai kurang. Pada penelitian ini 3 
unsur yaitu lama waktu pelayanan, perilaku 
pelaksana dan  penanganan pengaduan yang 
masih bernilai kurang. Dapat dimaklumi 
penelitian ini hanya terbatas pada instalasi 
rawat jalan bedah, sedangkan penelitian Rika 
Marta menyeluruh untuk semua poli.  
 
Selanjutnya dari hasil penialian secara 
statistik untk mengukur kontribusi variabel 
Hak dan Kewajiban Pasien dapat dilihat dari 
uji statistik di bawah ini. : 
 
1. Hasil Pengaruh Positif 
Dari tabel coefficient  menunjukan 
variable X1 (Hak) yaitu t-hitung 3,429 dan p 
value= 0.001 < 0,05 atau Ho ditolak. 
Maka bermakna X1 (Hak)  berpengaruh 
positif terhadap kepuasan. Variabel X2 
(Kewajiban) yaitu t-hitung 4,469 dan p 
value= 0.000 < 0,05  atau Ho ditolak. 
Maka bermakna X2 (Kewajiban) berpe-
ngaruh positif terhadap kepuasan. 
 
2. Hasil Pengaruh Linear- Anova 
Dari hasil analisis diperoleh harga statistk 
F = 33,353 dan p-value=0.000 < 0,05 atau 
hal ini berarti Ho ditolak. Artinya terdapat 
pengaruh linear variabel hak dan 
kewajiban  dengan kepuasan. Hal ini 
bermakna terdapat pengaruh bersama-
sama (simultan) hak dan kewajiban 
terhdap kepuasan 
 
3. Hasil Berkontribusi 
Berdasarkan uji koefisien korelasi 
berganda diperoleh dari tabel model 
Informasi Hak 
Pasien  (X)  
Informasi 
Kewajiban 
Pasien  (X) 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat  
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summary. Terlihat pada koefisien korelasi 
ganda  (R) = 0.620 dan Fhitung  (F change) 
33.353 serta p-value ( Sig.F Change ) = 
0,000 < 0,05 atau Ho ditolak. Dengan 
demikian kooefisien korelasi ganda X1, 
dan X2 dengan Y Berarti signifikan.  
 
4. Sedangkan koefisien determinan 
ditunjukan oleh R Square change = 0,384 
yang menunjukan kontribusi sebesar 
38,4%  variabelitas variabel kepuasan 
dapat dijelaskan oleh hak (X1) dan 
Kewajiban (X2), sehingga dapat 
disimpulkan kontribusi  hak dan 
kewajiban bersama-sama berkontri- busi 
sebanyak 38,4%. 
Dari hasil pengukuran 11 unsur diperoleh hasil 
nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 
meningkat menjadi 76.7311 dengan katagori 
baik.  
 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penjelasan hak dan 
kewajiban kepada pasien berkontribusi secara 
positif sebesar 38, 4 % meningkat hasil Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
 
SARAN 
 Tenaga kesehatan adalah orang yang 
bermoral tinggi, karena itu dipercayai oleh 
pasiennya. Dengan perkembangan Revolusi 
Industri 4,0 untuk hak dan kewajiban yang 
bersifat umum dapat dilihat dalam web atau 
aplikasi khusus. Untuk penjelasan sesibuknya 
tenaga kesehatan, hendaknya memberikan 
waktu untuk menjelaskan kepada pasien 
tentang tindakan kedokteran. Kepuasan pasien 
atau masyarakat adalah hal yang sangat 
bernilai. Untuk RSUP Dr. M. Jamil Padang 
hendaknya meningkatkan komunikasi yang 
kooperatif kepada masyarakat maupun pasien.  
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